BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut
1. Bentuk terjadinya Tindak Pidana Perikanan
a. Bentuk tindak pidana perikanan
1) Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat 1zin Penangkapan Ikan (SIPI).
2) Terdakwa dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan
kegiatan pengelolaan perikanan.
3) Terdakwa mengoprasikan kapal tanpa surat persetujuan berlayar.
1. Cara Pelaku melakukan tindak pidana perikanan
a. Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap
ikan berupa jaring pair trawl (Trawl) dengan yang sudah diberi pelampung.
b. Menggunkanalat tangkap pancing handline.
2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana perikanan
a. Akibat hukum terhadap pelaku
1.  Terdakawa dipidana Penjara
2.  Terdakwa dipidana denda

3.  Terdakwa membayar biaya perkara
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b. Terhadap barang bukti
1. Dirampas untuk dimusnahkan
2. Dikembalikan kepada pemiliknya
B. Saran

Adapun saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1.  Agar Kementrian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut dan Kejaksaan
agar menerapkan dengan tegas aturan-aturan hukum yang yang berkaitan
dengan bentuk dan penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Perikanan, cara
pelaku melakukan Tindak Pidana Perikanan dan akibat hukum bagi pelaku
Tindak Pidana Perikanan yang di timbulkan dari tindak pidana penangkapan
ikan tanpa izin di kawasan ZEE Indonesia, agar dapat menjaga kedaulatan
Perikanan Indonesia di kawasan ZEE Indonesia.

2. Agar Lembaga Legislatif selaku pembuat undang-undang membuat aturan baru
tentang Tindak Pidana Ekonomi agar unsur-unsur dalam tindak pidana
perikanan dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Ekonomi. Dan untuk
menjalankan pemidanaan penjara agar tidak bertantangan dengan KHL 1987
membuat perjanjian bilateral tentang pidana penjara dengan negara-negara yang
sering melakukan Tindak Pidana Penangkapan lkan Tanpa lzin di Kawasan

ZEE Indonesia.
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